BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 438 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang;

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu
ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Karawang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 11);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(Berita Daerah Kabupten Karawang Tahun 2021 Nomor 78)
diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 9, angka 10 huruf b ayat (3) Pasal
13 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sub Bidang Manajemen Kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan
dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan kas daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Manajemen Kas
mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau

bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kas
daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau
kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kas daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal
pengelolaan kas daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pengelolaan
kas daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Manajemen Kas, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub
Bidang Manajemen Kas;

2. menyusun bahan kebijakan teknis badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kas
daerah;
membagi tugas kepada bawahan;
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sub Bidang Manajemen Kas dengan unit kerja lain;
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6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub.
Bidang Manajemen Kas; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

2. melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas

Daerah;

3. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;

4. melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan
SPD;

5. melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank;

6. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan doran Perhitungan Fihak
Ketiga;

7. dihapus;

8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas;

9. dihapus;

10. dihapus;

11. menyelenggarakan penelitian kelengkapan
dokumen bahan penerbitan SP2D;

12. melaksanakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) :

a) registrasi penomoran SP2D;

b) pencetakan SP2D;

c) pemeriksaan draf SP2D; dan

d) penyampaian draf SP2D untuk di tandatangani.
13. pengarsipan dokumen SP2D beserta lampirannya.

2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 (tiga)
angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Perbendaharaan dalam hal fasilitasi,
koordinasi, pembinaan,monitoring dan evaluasi terkait
Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer.




(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan
Pembiayaan dan Dana Transfer, mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan
Pembiayaan dan Dana Transfer;, ‘
b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau ‘
kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan Pembiayaan
dan Dana Transfer;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal |
Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer; |
d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal Pengelolaan ‘
Pembiayaan dan Dana Transfer; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan
Dana Transfer, yaitu :
a. Tugas Atributif:
1. menyusun perencanaan dan program Kkerja Sub
Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan
Pembiayaan dan Dana Transfer;,
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan,;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana
Transfer dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub
Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer;
dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

Analisis Investasi Pemerintah Daerah;

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan
Pinjaman Pemerintah Daerah;

5. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah
Daerah;

6. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian
Pinjaman Daerah;

7. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan
Kembali Pinjaman Daerah;

8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan,

9. pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

10. pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
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11. pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya;

12. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen
SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
dan

13. melaksanakan  penyelenggaraan sistem dan
informasi pengelolaan gaji pegawai.

3. Ketentuan angka 4 huruf b ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Sub Bidang Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Akuntansi dalam hal fasilitasi,
koordinasi pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait
verifikasi dan pembinaan akuntansi perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Akuntansi
Perangkat Daerah, mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal verifikasi dan
pembinaan akuntansi perangkat daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau
kebijakan daerah dalam hal verifikasi dan pembinaan
akuntansi perangkat daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal
verifikasi dan pembinaan akuntansi perangkat daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal verifikasi
dan pembinaan akuntansi perangkat daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Sub Pembinaan Akuntansi Perangkat
Daerah, yaitu :
a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program Kkerja Sub
Bidang pembinaan akuntansi perangkat daerah;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan
dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal
pembinaan akuntansi perangkat daerah;

3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat
Daerah dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub
Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah;
dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.




.

Tugas Substantif:

1. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan
dan belanja Serta pembiayaan,;

2. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti
memorial;

3. melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi tentang
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

5. melaksanakan pengelolaan data dan implementasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup
keuangan daerah;

6. melaksanakan inventarisasi dan analisis data
bidang keuangan daerah; dan

7. melaksanakan pembinaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan angka 5 huruf b ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi
dalam hal fasilitasi, koordinasi pengolahan, monitoring dan
evaluasi terkait Pelaporan Keuangan Daerah.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan
Daerah, mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal pelaporan keuangan
daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau
kebijakan daerah dalam hal pelaporan keuangan
daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal
pelaporan keuangan daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pelaporan
keuangan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah,

yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program Kerja Sub
Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan

dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal

pelaporan keuangan daerah;

membagi tugas kepada bawahan;

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan,
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5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah dengan
unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub
Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. melaksanakan akuntansi penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah,

2. melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. melaksanakan koordinasi dan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

4. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
dan

5. melaksanakan penyusunan tanggapan
tindak/lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

5. Pasal 23 dihapus.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
/ pada tanggal 29 Desember 2023

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 29 Deseaber 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 438 .
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